
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Lafar Belakang 

Sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah merupakan 

rangkaian proses bekerjanya lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu 

sistem yang berapaya menemukan suatu kebenaran materill sebagai upaya 

penegakan norma hukum pidana materill {law enforcement) atas suatu peristiwa 

hukum tindak pidana di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga-

lembaga tersebut terdiri dari kepolisian, k e j a k s a a n , kehakiman dan lembaga 

pemasyarakatan. 

Pada tahap awal, pemeriksaan dilakukan oleh penyidik1 POLRI, guna 

mehcari setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah sebagai dasar dilakukan tindakan 
/ 

lain serta menentukan status terdakwa, apakah dapat dilanjutkan ke tingkat 

penyidikan ataukah tidak dilanjutkan perkaranya. Dalam pelaksanaan tugasnya, 

penyidik dimungkinkan melakukan penyaringan perkara yang masuk atas dasar 

. pemahaman yang mendalam akan suatu hakekat dari tujuan hukum, yang dalam 

prakteknya dikenal dengan istilah diskresi tindak pidana. Contohnya antara lam, 

polisi tidak memberikan sanksi pidana/menilahg pengemudi mobil ambulan yang 

sedang membawa pasien yang butuh pertolongan darurat {emergency), yang 

menerobos secara seksama (tidak membahayakan pengguna jalan lainnya) lampu 

1 Penyidik adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang 
diberi wewenang khsusu oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, Pasal 1 angKa 
KUHAP 




























































































































































